
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penerapan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang menunjukkan adanya penerapan 

pemberian remisi yang tidak merata, hal tersebut dikarenakan penerapan Peraturan 

Pemerintah yang tidak sama, yakni Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga mempersempit 

hak-hak dasar narapidana yang menyebabkan para terpidana korupsi tidak 

mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 

5.2.Saran 

     Adapun sarannya yaitu, Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Hak Warga Binaan Permasyarakatan perlu ditinjau kembali karena dalam 

penerapan remisi di Lapas khusunya Lapas Kelas IIA Kupang, harus dilakukan 

secara merata, mengingat bahwa Indonesia juga menganut asas persamaan depan 

hukum (Equality Before The Law). 
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